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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas Berkah dan

RahmatNya, sehingga terlaksananya penyusunan dokumen Perubahan Rencana

Kerja (P-RENJA) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan,

lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk

mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penusunan dokumen Renja merupakan

hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan. Dokumen ini diharapkan

dapat memberikan arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan

tanggung jawab Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025.

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah merancang Perubahan Renja

Perangkat Daerah mempunyai maksud sebagai pedoman untuk menjabarkan visi

dan misi kegiatan pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Tengah bagi

pemangku kepentingan, baik dalam lingkungan pemerintah, masyarakat, usaha

jasa pariwisata dan pihak-pihak lainnya. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi

Tengah diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh perangkat Daerah

dan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah mengenal kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), adalah dokumen

perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen

rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Renja Dinas Pariwisata Provinsi

Sulawesi Tengah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintaha daerah mengingat

beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substasial penerjemahan dari

visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan opersiaonal dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Perubahan Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Tahun 2025.

3. Renja Perubahan OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi

pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana

capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai

wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Dokumen Renja Perubahan OPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah

maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen

Perubahan Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Renja Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya

dan mengacu RKPD tahun berkenaan.



2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas

sebagaimana tercantum dalam Renstra 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum

dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;

4. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah ;

5. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017

tentangPenyusunanRencanaKerjaPemerintah Daerah Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi,

Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomentklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;



11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-

2021;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No.08 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah;

14. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 43Tahun 2016 tentang

Kedudukan, SusunanOrganisasi;

15. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 75 Tahun 2016 tentang

Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada DinasPariwisata.

16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi

Tengah.

17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tungas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah.

18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2025 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang RKPD

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan

dalam mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025,

dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pariwisata Provinsi

Sulawesi Tengah, sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan PD

adalah untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025.

Adapun dengan terbatasnya pendanaan sehingga terdapat beberapa sub

kegiatan yang mengalami pergeseran di anggaran induk tahun 2025. Untuk itu



dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 dilakukan efisiensi anggaran di

pos-pos belanja yang menunjang pelaksanaan operasional dinas.

1.4 Sistematika Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi

Tengah disusun dengan Sistematika, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistimatika Penyusunan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2025 :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKA DAERAH :

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.2. Program, Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV : PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025 Dinas
Pariwisata

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas

Pariwisata Provinsi Sulawesi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebagaiman

tersebut dalam table dibawah ini :



























Adapun capaian indikator Dinas Pariwisata tahun 2024 terhadap Rasio

PDRB Pariwisata sebesar 0,3185 dengan target 0,46 dan capaian Nilai

Tammbah Ekonomi Kreatif Rp. 111.400.000.000,- dengan target Rp.

150.000.000.000,- dan Jumlah Kunjungan Nusantara 9.216.968 orang dengan

target 5.500.000 orang.

Berikut pencapaian kinerja program sampai dengan triwulan II tahun

anggaran 2025 :

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan indikator

presentase 25.25%.

2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan indikator

presentase 50.27%.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfataan dan

Perlindungan Kekayaan Intelektual dengan indikator presentase

22,57%.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

dengan indikator presentase 6,64%.

Secara keselurahan untuk rata-rata capaian kinerja sudah baik dan sudah

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kineja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam

pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan proyeksi tahun

2026, dapat dilihat pada table berikut ini :





Pada tahun 2024 Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan

sebanyak 5 (Lima) Program, 16 (Enam Belas) Kegiatan dengan anggaran yang

tertuang tahun 2024 sejumlah Rp.21.403.749.267, dapat diselesaikan dengan

realisasi anggaran Rp.19.416.163.402,- atau sebesar 90,71%, dengan rincian

sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemrintah dilaksanakan dengan Kegiatan :

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 Indikator : Nilai SAKIP Dinas Pariwisata

Biaya : Rp. 656.461.267,-

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

 Indikator : TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah

Biaya : Rp. 6.043.280.574,-

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

 Indikator : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik

Daerah

Biaya : Rp. 269.283.848,-

1.4. Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah

 Indikator : Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah

Biaya : Rp. 112.769.800,-

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

 Indikator : Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah

Biaya : Rp. 297.598.015,-

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

 Indikator : Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah

Biaya : Rp. 789.310.000,-

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

 Indikator : Tingkat Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah

Biaya : Rp. 2.084.809.151,-

1.8. Pemelihatraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

 Indikator : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah



Biaya : Rp. 343.962.882,-

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dilaksankan dengan

kegiatan :

2.1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi

 Indikator : Presentase Daya Tarik Wisata Provinsi Yang

Terstrandar Pengelolaannya

Biaya : Rp. 295.398.750,-

2.2 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

 Indikator : Presentase Daya Tarik Wisata Kawasan Strategis

Pariwisata Propinsi Yang Terstandar Pengelolaanya

 Biaya : Rp. 1.238.971.300,-

2.3 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

 Indikator : Presentase Destinasi Pariwisata Prioritas Yang

Terstandar Pengelolaanya

Biaya : Rp. 2.249.102.842,-

3. Program Pemasaran Pariwisata, dilaksanakan dengan kegiatan :

3.1 Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri, Daya Tarik

Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

 Indikator : Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusanatara

 Biaya : Rp. 2.341.797.994,-

4. Progra Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfataan dan Perlindungan

Hak Kekayaan Intelektual, dilaksanakan dengan kegiatan :

4.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana

 Indikator : Presentase Pelaku Usaha Kreatif Yang Memiliki

Sarana dan Prasana

 Biaya : Rp. 1.134.491.844,-

4.2 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

 Indikator : Presentase Pelaku Ekraf Yang Mandiri

 Biaya : Rp. 307.391.879,-

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kretaif,

dilaksanakan dengan kegiatan :



5.1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Tindak Lanjut

 Indikator : Presentase Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf

Lanjutan Yang Diberikan Pelatihan

 Biaya : Rp. 638.473.187,-

5.2 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

 Indikator : Presentase Pelaku Ekraf Yang Mandiri

 Biaya : Rp. 254.327.614,-

2.3. Isu-isu Penting Strategis Perangkat daerah

Berdasarkan pada identifikasi permsalahan yang ada dan telaahan visi

dan misi pembangunan pariwisata, sasaran jangkka menengah sebagaimana

telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka sudah tergampar dengan jelas

tentang pelayanan OPD Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah. Dari gambaran

pelayanan tersebut bila ditinjau darii aspek impikasi RTRW dan KLHS, dapat

dikemukakan hal -hal penting yang akan menjadi agenda Prioritas dalam

Pembangunan Pariwisata Sulawesi Tengah.

Beberapa isu strategis yang perlu dikemukakan yaitu :

1. Perngelolaan dan pemanfaatan potensi sumnerr daya alam peruntukan

pariwisata yang belum optimal.

2. Pengembangan dan peningkatan daya Tarik wisata untuk pembentukan

kawasana strategis provinsi.

3. Perlunya penyusunan berbagai penelitian dan kajian tentang potensi

pariwisata daerah.

4. Pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) yang akan

menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di pedesaan.

5. Perlunya koordinasi terpadu lintas sektoral untuk Percepatan Pembangunan

Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang diharapkan dapat merumuskan

rencana aksi dan tindak lanjut untuk pembangunan dan pengembangan

pariwisata Sulawesi Tengah.

6. Pengembangan Daya Saing Destinasi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif

yang dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.



7. Pentingnya mendorong para pelaku Ekraf untuk dapat memanfaatakan

layanan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

8. Pendidikan dan Pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kerja pariwisata dan

pelaku ekonomi kreatif serta mendorong pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga

kerja sector pariwisata dan ekonomi kreatif serta mendorong pelaksanaan

sertifikasi bagi tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

9. Pembuatan paket wisata dan peningkatan promosi pemasaran pariwisata

yang berbasis digital.

10. Peningkatan kemitraan pemasaran di antara para pelaku pariwisata, baik

antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan swasta maupun antar

pelaku pariwisata di sektor swasta.

11. Koordinasi dan sinkronisasi data-data kepariwisataan antar bidang maupun

lintas sektoral.

2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD

Riview terhadap Perubahan RKPD Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2025 dapat di lihat pada table di bawah ini :



TABEL 2.4

RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025













BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAK KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan

tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah

yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah

selama 5 (Lima) Tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang

diperlukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan

menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah

dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun ke

depan. Baik tujuan maupun sasaran, keduanya merupakan bagian pentinf dari dokumen

perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis

dan terukur dalam priode tertentu.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 telah

menetapkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029,

yaitu:

Visi Misi

“Berani Mewujudkan

Sulawesi Tengah

sebagai Wilayah

Pertanian dan Industri

yang Maju dan

Berkelanjutan 2025-

2029”

1. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui

pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.

2. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui

peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan

pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan

dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada

konektivitas antar wilayah dan antar sektor.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif,

kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan

nilai religius dan kearifan lokal.



Berdasarkan keempat misi tersebut di atas, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi

Tengah melaksanakan misi ke-2 yaitu MEWUJUDKAN MASYARAKAT BAHAGIA DAN

PRODUKTIF MELALUI PENINGKATAN EKONOMI BERBASIS POTENSI UNGGULAN

DAERAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, Dinas Pariwisata Provinsi

Sulawesi Tengah menetapkan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029,

yaitu MENINGKATNYA PDRB SEKTOR UNGGULAN PARIWISATA DAN EKONOMI

KREATIF. Tujuan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan,

serta evaluasi berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan

kualitas layanan, daya saing, serta kontribusi pada sektor pariwisata, dan ekonomi

kreatif terhadap pembangunan daerah.

Dalam upaya mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan, Dinas

Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan dua sasaran utama dalam Rencana

Strategis (Renstra) 2025-2029. Sasaran ini merupakan indikator keberhasilan dalam

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan serta menjadi acuan dalam pelaksanaan

berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi

kreatif. Dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata

Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan dua sasaran utama yang menjadi fokus dalam

Renstra 2025-2029, yaitu MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN

MANCANEGARA danMENINGKATNYA NILAI PDRB SEKTOR EKONOMI KREATIF.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka
ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang telah
direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya.
Indikator-indikator sasaran yang dimaksud disajikan pada tabel 3.1 berikut:

SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

No Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja

Tahun 2025

1 Meningkatnya Rasio PDRB

Penyediaan Akomodasi Makan dan

Minum

Rasio PDRB Penyediaan

Akomodasi Makan dan Minum

0,34

2 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Jumlah Kunjungan Wisatawan 25.000



Wisatawan Mancanegara Mancanegara

3 Meningkatnya Proporsi PDRB

Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB

ADHB

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Terhadap PDRB ADHB

3,76

3.2 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan Perubahan Renja Dinas Pariwisata

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. ROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah;

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

c. Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah;

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah;

2. PROGRAM: PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Kegiatan : a. Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi;

b. Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;

c. Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi;

3. PROGRAM: PEMASARAN PARIWISATA

Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,

Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

4. PROGRAM: PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI

PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL

Kegiatan : a. Penyedia Sarana dan Prasarana Kota Kreatif.

b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.



5. PRORAM: PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI

KREATIF

Kegiatan : a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan.

b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

Untuk menjalankan program/kegiatan tahun 2025 Dinas Pariwisata

Provinsi Sulawesi Tengah dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi

Tengah mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 17.473.623.806,89- Pelaksanaan

program dan kegiatan Tahun 2025 tersebar dihampir seluruh Kabupaten/Kota

Sulawesi Tengah. Dapat dilihat pada table di bawah ini :















BAB IV

P E N U T U P

Demikian Perencanaan kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2025 yang penuh keterbatasan dalam penyusunan, semoga

perencanaan kinerja dapat memberikan arah strategi yang sangat jelas bagi

pembangunan pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah serta dapat meningkatkan kualtas

kinerja sumber daya manusia di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Semoga dalam pelaksanaannya, Perencanaan Kinerja (Renja) Perubahan Dinas

Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini lebih berkualitas dan bermanfaat

bagi kepentingan publik dan dapat dioertanggugjawabkan kepada publik serta

mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi

Tengah dan tentu saja muara akhirnya pada pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sulawesi

Tengah.

Perencanaan Kerja (Renja) Perubahan ini jauh dari kesempurnaan dan

memerlukan banyak perbaikan untuk itu masukan dan saran terhadap perbaikan

sangat diharapkan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya

NIP. 19680825 199412 2 006

Palu, 31 Oktober 2025


